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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 28 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 264 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2025. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Ka bu paten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang­ 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 44 2 1 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang; 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 1 1  Tauhn 202 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 725) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6042); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 
1312 ) ;  

10 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;  

1 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12 .  Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja 
Pemerintah Tahun 2025; 

13 .  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 

14.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 
Tahun 2010 ten tang Pengembangan Wilayah Jawa 
Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010  Nomor 28 
Seri E); 

15 .  Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026; 

16.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 
Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran 
Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 262); 

17 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 
7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 
Nomor 7) ; 

18 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 
10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2014 Nomor 10) ; 

19 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 
1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1 ) ;  

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 
3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); 

2 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
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Tasikrnalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 
3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikrnalaya Tahun 2021 Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 
1 1  Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikrnalaya 
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikrnalaya Tahun 2021 Nomor 1 1 ) ;  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 
4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2024 Nomor 4 ,  Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 4 ) ;  

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 
2 .  Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
3 .  Pemerintah Daerah adalah Bupati Tasikmalaya 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

4 .  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang 
selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah 
hasil perencanaan tata ruang pada wilayah 
Kabupaten yang merupakan kesatuan geografis 
beserta segenap unsur terkait yang batas dan 
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
administratif. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah 
dokumen perencanaan daerah Ka bu paten 
Tasikrnalaya untuk periode Tahun 2005-2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah 
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dokumen perencanaan daerah Ka bu paten 
Tasikmalaya untuk periode Tahun 2021-2026.  

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

10.  Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

1 1.  Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 
2024-2026 adalah dokumen perencanaan 
pembangunan menengah daerah periode tahun 
2024-2026 bagi Kepala daerah yang masa 
jabatannya berakhir pada tahun 2023. 

12 .  Visi adalah rumusan um urn mengenai keadaan 
yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

13 .  Misi adalah rumusan umum mengenai upayayang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

14.  Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang 
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang 
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan 
Daerah. 

15 .  Kegiatan adalah bagian dari program yang 
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada 
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri 
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personil (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa 
atau kesemua jenis sumber daya terse but sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 
(output) dalam bentuk barang/jasa. 

16.  Kinerja adalah keluaran/hasil dari 
kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai 
sehubungan dengan penggunaan anggaran 
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

1 7 . Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari 
suatu program atau keluaran yang diharapkan 
dari suatu kegiatan. 

18 .  Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang 
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan 
untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
program dan kebijakan. 

19 .  Hasil ( outcome) adalah segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari 
kegiatan kegiatan dalam satu program. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
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keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

2 1 .  Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat 
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan 
bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
tahun, 

22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah program 
prioritas dan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 
program dan kegiatan sebagai acuan dalam 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perangkat Daerah. 

BAB II 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2025 

Pasal 2 

( 1)  RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 
disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan 
memperhatikan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 
2024-2026. 

(2) Jangka waktu pelaksanaan RKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  terhitung sejak 1 Januari 
2025 sampai dengan 3 1  Desember 2025. 

Pasal 3 

( 1)  RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
a. BAB I Pendahuluan 
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 
c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan 

Keuangan Daerah 
d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 

Daerah 
e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan 

Daerah 
f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah 
g. BAB VII Penutup 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
merupakan: 
a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan 

akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 
Anggaran 2025. 
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b. Pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025. 
BAB III KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati imi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Ditetapkan di Singaparna 

/ 
pada tanggal 3 Juli 2024 

BUPATI SIKMALAYA, 
, 

sUGLANTo %/ 
Diundangkan di Singaparna Pada tanggal 3 Jul 2024 

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN T} SIKMALAYA, 

MO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 2 


